PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) SERTA
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang a.

Mengingat : 1.

bahwa hasil kesepakatan rapat Badan Anggaran DPRD
Kabupaten Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro;

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu

ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal
26 Juni 2025 tentang Penetapan Perubahan Kebijakan Umum
(KU) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PERSETUJUAN
PENETAPAN NOTA KESEPAKATAN PERUBAHAN KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN (KUA) SERTA PERUBAHAN PRIORITAS
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD TAHUN
ANGGARAN 2025.
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Dengan Keputusan ini disetujui Penetapan Nota Kesepakatan
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Anggaran Sementara (PPAS)
APBD Tahun Anggaran 2025, sesuai kesepakatan bersama
antara Badan Anggaran Dewan dengan Tim Anggaran
Eksekutif.

Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Anggaran
Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang disetujui
untuk ditetapkan sebagaimana dimaksud diktum pertama
Keputusan ini adalah dengan perangkaan, sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 5.775.540.563.863
b. Belanja Rp. 7.799.646.972.025
c. Defisit Rp. (2.024.106.408.162)

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada Tanggal : 26 Juni 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ONEGORO



